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ABSTRAK

Unjuk rasa mahasiswa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat
di muka umum yang dijamin oleh hukum dan menjadi bagian dari kehidupan
demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, unjuk rasa sering menimbulkan potensi
gangguan keamanan dan ketertiban apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena
itu, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan pengamanan agar kegiatan
unjuk rasa tetap berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan
masyarakat umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa
mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan
asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara,
serta menganalisis penggunaan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa
mahasiswa di wilayah hukum Polres Batubara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan.
Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan Kabag Ops Polres Batubara, Kompol Zulham,
S.H., M.H., pada tanggal 4 Juni 2026. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen kepolisian, dan bahan
hukum lain yang berkaitan dengan asas proporsionalitas, diskresi kepolisian, serta
pengamanan unjuk rasa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif
untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum asas proporsionalitas dan
diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta peraturan
internal kepolisian. Penerapan asas proporsionalitas di Polres Batubara dilakukan
melalui perencanaan pengamanan, pemetaan situasi, pendekatan persuasif,
komunikasi dengan koordinator aksi, penempatan personil sesuai kebutuhan, dan
evaluasi pasca pengamanan.

Adapun penggunaan diskresi kepolisian dilakukan dalam keadaan tertentu
ketika situasi di lapangan membutuhkan keputusan cepat, seperti pengalihan arus
lalu lintas, pengaturan area aksi, penanganan provokator, serta tindakan pencegahan
terhadap gangguan keamanan. Namun, diskresi tersebut tetap harus dilakukan
secara terukur, tidak berlebihan, berdasarkan kepentingan umum, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan institusional.

Kata kunci: asas proporsionalitas, diskresi kepolisian, unjuk rasa mahasiswa,
pengamanan
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ABSTRACT

Student demonstrations constitute a form of public expression guaranteed
by law and are an integral part of democratic life. However, in practice,
demonstrations often pose potential risks to security and public order if not
managed effectively. Consequently, the police play a crucial role in providing
security to ensure that demonstrations proceed in an orderly and safe manner
without disrupting the interests of the general public.

The objective of this research was to identify and analyze the legal
framework governing the principle of proportionality and police discretion in the
context of securing student demonstrations. Furthermore, this study aims to
examine the application of the proportionality principle during student
demonstrations at the Batubara District Police (Polres Batubara) and to analyze
the exercise of police discretion in securing such demonstrations within the
Batubara District Police's jurisdiction.

The research employs an empirical-juridical method, utilizing both
statutory and field-based approaches. Data sources consist of primary and
secondary data. Primary data were obtained through an interview with the Head
of Operations (Kabag Ops) of the Batubara District Police, Police Commissioner
(Kompol) Zulham, S.H., M.H., on June 4, 2026. Secondary data were gathered from
legislation, legal textbooks, police documents, and other legal materials pertaining
to the principle of proportionality, police discretion, and demonstration security.
The collected data were subsequently analyzed qualitatively to address the research
problem.

The research findings indicate that the legal framework regarding the
principle of proportionality and police discretion in securing student
demonstrations is established within the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, Law Number 9 of 1998, Law Number 2 of 2002, and internal police
regulations. The application of the principle of proportionality by the Batubara
District Police is carried out through security planning, situational mapping, a
persuasive approach, communication with protest coordinators, the deployment of
personnel based on operational needs, and post-security evaluations.

Meanwhile, police discretion is exercised in specific circumstances where
the situation on the ground demands rapid decision-making—such as traffic
diversion, the management of protest zones, the handling of provocateurs, and
preventive measures against security disturbances. However, such discretion must
be exercised in a measured and non-excessive manner, serve the public interest,
legally and institutionally accountable.
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